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TETTITAT{G
PETIIBE'{ruI(AI{, PENGHAPUSAN DAN PETIIGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

bahwa dengan diberrakukannya undang-undang No. 22 Tahun
1999 tentang pemerintahan Daenah dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun rggg tentang pedoman umum
Pengaturan m€ngenai Desa, maka perru ditetaprran peraturan
Daerah tentang pembent'kan, penghapusan dan penggabungan
Desa;

1. undang-undang Nomor 12 Tahun ls6tentang pemFnh,kan
Daerah otonomi Kabupaten daram Lingkungan Daerah
Propinsi sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun ig56
Nomor 2S);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1g5E tenEng penetapan
undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembntukan Daerah swahntra Tingkat r sumabra Barat,
Jambi dan Riau sebagai undang-undang (Lembaran Negara
Tahun lg5g Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor ZZ Tahun lggg tenhng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun lggg Nomor
: 60 Tambahan Lembaran Negara Nonror 3g39);

4' undang-undang Nomor 2g Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Ebbas dari
Korupsi, Korusi dan Nepotisme (Lembaran Nqara Tahun
1999 Nomor 7s, Tambahan Lemhran Negara Nomor 3s51);

llenimbang

krgingat

5- Peraftra.t



5. Fernran Pemerintah Nomor E Tahun 2OOO Emang
Kewrangan Pemerintah dan Kerrenangan propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negam Tahun 2000 Nomor i4,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3gS2);

6. Kepufusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis

Penyusunan Perafuran perundang-undangan, BEnfuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Pereetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEpuLAuAN RIAU

TENTANG PEMBENTUKAN, PEHGHAPUSAN DAN

PENGGABUIIIGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah lkbupaten Kepulauan Riau ;

b. Pemerintah Daerah adalah pemerinhh lGbupaten Kepulauan Riau;

c. Bupatiadalah Kepala Daerah lGbugaten Kepulauan Riau;

d. Dervan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kepulauan Riau. 
.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa

adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan

untuk rnengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setrempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.



f. Pemerinbhan Desa a&lah kegiatan pemerintahan )naqg dilaksanakan

oleh Pernerinbh Elesa dan Badan Perwakilan Desa;

g. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa ;

h. Perangkat Desa adalah un$ur staf, pelaksana yang membantu kepala

Desa dalam rangka melaksanakan fugas dan keunajibannya yang

diangkat dan atau dipilih dari penduduk desa yang memenuhi

persyaratan;

i. Badan Perwakilan Desa yang selanjuhya disebut BPD adalah

perwakilan masyarakat desa yang terdiri atas pemul€-pemuka

masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat,

membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadalon desa baru diluar

wilayah desa.

k Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau leblh menladl

satu desa baru.

l. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah

ada.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan dan Pengertian Pembentukan Desa

Pasal 2

(t). Pembentulon Desa bertujuan untuk meningkail<an kemampuan

penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil

guna dan pelayanan terhadap masyaralat sesuai dengan tingkat

perkembangan dan kemajuan pembangunan:

14. Pembentulmn Desa Baru sebagai akibat dari pemecahan,

penggabungan dan atau penafiaan atas prakarsa masyarakat dengan

memperhatikan:



T

i

a. Asal usuld€-

b. Persyaratan yang dibntrkan sesuai dangan kondisi sosial brrdrla
masyaralet.

Bagian Kedua

Syarat - syarat Pembentukan Desa

Dan Pembagian Wilayah Elesa

Pasal 3

(1) Desa dapat dibentuk berdasarkan syarat-syarat, antara lain :

a. Faktor penduduk, sekurang-kurangnya 1s00 jiwa atau 300 kepala
keluarga.

b. Faldor luas wilayah, yang teriangkau secara berdaya guna dalam
rangka pemberian pelayanan kopada masyarakat.

c. Faktor sosiar Budaya yaitu suasana yang memberikan
kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, kerukunan hidup
bermasyarakat daram hubu nga n den ga n adat istiadat:

d. Faktor Potensi Desa yaitu iersedianya sumber - sumber kekayaan
desa dan pendapatan Desa yang dapat dikeroia merarui Anggaran
Pendapatan dan Beranja Desa Desa guna untuk menunjang
terselengga€nya pemerinhhan Desa yang berdaya guna dan
berhasilguna ;

e. Tersedianya sarana dan pnasarana perhubungan, pemasaran,
Sosialdan produksi;

(2) Dalam pembenfukan Desa berdasarkan syarat - syarat, antara rain :

a. Nama Desa yaitu suatu nama yang diambir berdasarkan
musyawarah dari para pemuka nnasyarakat, pemuka adat setempat
berdasarkan sejarah asal usul daerah setempat ;

b. Batas Desa yaitu suatu tanda I petunjuk antara suatu batas wilayah
Desa dengan Desa yang rain didasarkan kepada musyawarah
antara masyarakat Desa yang bercangkutan dengan desa tetangga
yang ditentukan berdasarkan batas aranr atau batas buatan ;

c- Pembagian wirayah darann suatu witayah Desa dapat dibentuk
beberapa Dusun yang merupaF.an ringkungan ker;a petaksanaan
Pemeiiniahan Desa;



BAB III
ME KAIU I-C M E PE M BE N TU KAhI, PE N.TG HA F U-E,4ru

DA,FJ PERIGGABUSIGAFJ DESA

Fasal 4

1r1' Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asar
usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesua! dengan koncJisi
sosiar bucaye ma$y,ara.r.€t setempat dan mendapatkan persetujuan
dari pemerinhh Daerah dan Dewan penrakiran Rakyat Daerah;

121 Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wirayahnya iidak
lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung;

1s1. Pelaksanaan pennbentukan, Fenghapusan dan ahu penggabungan
. Desa diraksanakan rnerarui usu! Kepara Desa atus prakarsa

masyarakat setelah rnendapat persetujuan dari BpD dan diajukan
kepada Bupati merarui camat untuk diberikan penetapan dengan
Keputusan Bupati dan mendapat persetujuan DEwan penarakiran
Ralqyat Daerah.

1+1" Desa'desa sebagaimana tersebut daram pasar (3) peraturan Daerah
ini dapat dihapus atau digabung;

BAB IV
I{AK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Bagian pertasna

Hak

pasal 5

Setiap Desa memiliki Hak :

a. Menyelenggarakan rumah hngganya sendiri.
b. [4elaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku



BAB III
UEKAIIIIS ME PEI4BENTU KAt{, FE T,JGHNFUS,Aru

DAN PENGGAtsUF,IGAFJ DESA

Fasal 4

(1)' Desa dibentuk atas prakarsa rnasyararcat dengan nremperhatikan asar
usul Desa dan persyaratan yang ditenfukan sesuai dengan konelisi
scsiaf budale masi;arar.,at sstempat dan mendapat!.en persetujuan
dari pemerinfiah Daerah dan Deulan pen*akitan Rarryat Daerah;

13 Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya iidak
lagi memenuhi persyaratian dapat dihapus atau digabung:

(3), Pelaksanaan Fernbentukan, Fenghapusan dan ahu penggabungan
. Desa dilaksanat<an rnelalui usu! Kepala Desa atas prakarsa

masyarakat setelah rnendapat persetujuan dari BpD dan diajukan
kepada Bupati meraiui camat untuk diberikan penetapan dengan
Keputusan Bupati dan mendapat persetujuan Dewan perwakilan
Ralcyat Daerah.

1+y- Desa-desa sebagaimana tersebut dalam pasal (3) peraturan Daerah
ini dapat dihapus atau digabung;

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Bagian pertasna

Hak

Pasal E

Setiap Desa memiliki Hak :

a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
b. ['lelaksanakan peraturan perundang-undangan yang bertaku



Itlenohk t€6 p€mbant'n yaE tidak dtse?tai dengan pemtliayaan.
saEna dan prasaram serta Sumber Elaya Mamrlsb-

Bagian Kedua

UUewenang

pasal 6

Setiap Desa mempunyaiwewenang :

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa ;

b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang - undangan ]rang berlaku
belum dilaksanakan oleh Daerah dan pemerintah 

;

c' Mengesahkan partisipasi masyarakat unfuk melaksanakan
pembangunan;

d. Melakukan pungutan dari penduduk / pengusaha Desa berupa iuran
atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan Desa
dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyaralot yang
b'ersangkuhn berdasarkan perafuran perundang _ undangan yang
berlaku.

e' Melaksanakan fugas pembantuan lang diserahkan oreh pemerintah,

Pemerintah Propinsi dan atau pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 7

Setiap Desa mempun)rai keuaaiiban:

a- Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat desa yang barsangkirtan ;

Menyelenggarakan Ad niin istrasi pemeri ntaha n Desa ;

Melakukan tugas -tugas pemerintah dan pemerintah Daerah ;

Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban. ketentraman dan
keseiahteraan warga desa ;

e' Memelihara dan menjaga sert: melestarikan aset desa untuk tetap
berdaya guna dan berhasil guna;

L
U.

b.

d.



BAB V
KETET{ruAil LAIN{AIN

Pasal 8

Dengan pertimhngan efelct'fi,tas pemerintahan bagi yang belum
memenuhi persyarabn jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pasal 3
ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebuah desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Elaerah ini sepanjang
mengenai taknis pelaksanaannya akan diah.rr lebih lanjut dengan
Kepufusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berraku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengehhuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 22 Mei Z0A2

di Tanjungpinang

DAERAH

tanggal 22 Mei Z0Az

A^,


